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PELAKSANAAN PROGRAM DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) 

SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN  

DAN LAHAN DI DESA RIMBO PANJANG 

 

OLEH : 

 

JAZMARITA 

NIM. 11775201514 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan program desa 

tangguh bencana di desa Rimbo Panjang. Teori yang digunakan adalah teori 

implementasi kebijakan oleh George Edward III “terdapat beberapa faktor yang 

mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, tren atau 

perilaku dan struktur birokrasi. Jenis penelitian berupa penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi dengan subjek penelitian yaitu BPBD Kampar 

dan peserta desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang. Teknik analisis data 

yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program desa tangguh bencana di 

desa Rimbo Panjang sudah terlaksana namun masih belum optimal. Pelaksanaan 

program mendapatkan hambatan dari sumber daya manusia dan pendanaan. 

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan di desa Rimbo Panjang 

dinilai masih kurang dan sumber pendanaan dari desa untuk kegiatan 

penanggulangan bencana belum memadai. 

 

 

Kata Kunci: Kebijakan, Program Desa Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana dijelaskan bahwa wilayah Negara kesatuan Republik 

Indonesia memiliki kondisi geografis, biologis, hidrologis, dan demografis yang 

memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor 

non alam, maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa 

manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis 

yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional. (Buchari, 

2019, hal. 2) 

Bencana merupakan suatu peristiwa yang seringkali kita temui di berbagai 

daerah. Bencana membawa dampak negatif terhadap masyarakat mulai dari 

kerugian materiil hingga kerugian jiwa. Bencana memang tidak bisa kita prediksi 

karena merupakan salah satu gejala alam. Namun setidaknya kita sebagai manusia 

bisa memanajemen risiko yang mungkin ditimbulkan oleh bencana tersebut. 

Kunto Arief Wibowo mengatakan bahwa penanganan yang dilakukan selama ini 

adalah penindakan atau saat kebakaran terjadi. Penanganan karlahut yang fokus 

pada penindakan, mengabaikan esensi manajemen bencana bahwa aspek 

pencegahan atau pra bencana seharusnya menjadi prioritas.” (Wibowo, 2019).  

Oleh karena itu diperlukan sekali upaya manajemen bencana yang dimulai dari 

manajemen sebelum terjadi bencana, pada saat terjadi bencana hingga setelah 

terjadinya bencana. Upaya untuk mengurangi risiko bencana ini juga disebut 
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dengan mitigasi bencana. Ismail Suardi Wekke  menyatakan bahwa mitigasi 

dalam dapat diartikan sebagai upaya untuk mengenali daerah rentan bencana dan 

membekali kesiapsiagaan masyarakat. (Wekke, 2021, hal. 8) 

Dalam hal ini lembaga yang berwenang atas tanggung jawab untuk 

mitigasi bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 

sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas merumuskan 

dan menetapkan kebijakan mitigasi bencana. Secara bertingkat lembaga ini 

terdapat di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota yang disebut dengan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan memiliki tugas diantaranya 

memberikan pedoman serta pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, 

dan rekonstruksi secara adil dan setara. Selain itu juga berhak menyampaikan 

informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat seperti kegiatan 

desa tanggap bencana, pelatihan dan edukasi masyarakat dan kegiatan bakti 

lingkungan. (Buchari, 2019, hal. 2) 
Mitigasi bencana sebenarnya menjadi tugas kita bersama, bukan hanya 

tanggung jawab pemerintah. Hal ini karena masyarakat adalah yang paling 

pertama sekali menerima akibat atau dampak ketika terjadi suatu bencana. Dalam 

kondisi darurat atau ketika terjadi bencana masyarakat secara naluriah akan 

mengambil tindakan cepat untuk menghindar. Namun hal itu tidak cukup jika 

masyarakat hanya bertindak saat situasi terdesak saja. Oleh karena itu masyarakat 

perlu dilibatkan dalam kegiatan penanggulangan bencana terutama saat pra 

bencana. Dengan masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam proses pencegahan, 
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setidaknya masyarakat memiliki pengetahuan tentang bencana sehingga dapat 

mengurangi risiko atau dampak buruk ketika terjadi bencana.  

Marzuki Sinambela menyebutkan bahwa partisipasi dapat diartikan 

sebagai keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan 

dalam kondisi sadar. (Marzuki Sinambela, 2021, hal. 101) Di samping itu dikutip 

dari Kuryahadi dkk yang menjelaskan bahwa partisipasi publik dalam sebuah 

kebijakan akan meningkatkan legitimasi sehingga kedepannya akan lebih mudah 

untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan karena sedikitnya resistensi yang 

muncul dalam masyarakat. (Kuryahadi, 2020, hal. 75). Melibatkan masyarakat 

dalam kegiatan penanggulangan bencana akan menumbuhkan rasa empati publik 

terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sehingga lambat laun hal itu 

akan mempermudah implementasi kebijakan selanjutnya di masa yang akan 

datang.  

BNPB sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan bencana 

membuat kebijakan tentang kegiatan penanggulangan bencana yang bersifat 

pemberdayaan masyarakat guna mengurangi risiko bencana yakni Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana (destana). Berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 

2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana menyatakan 

bahwa destana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan 

untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya 

masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas 

demi mengurangi risiko bencana. (BNPB, 2016) 
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Program destana merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam 

melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Pengembangan program destana 

memiliki tujuan khusus yaitu sebagai berikut: 

1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari 

dampak-dampak merugikan bencana. 

2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam 

pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana. 

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan 

sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko 

bencana. 

4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber 

daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana. 

5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, 

pihak pemerintah daerah, sektor swasta , perguruan tinggi, LSM, 

organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.  

Program destana yang merupakan bentuk dari kebijakan publik pada 

dasarnya memang diperuntukkan bagi daerah. Sesuai dengan namanya yakni 

desa/kelurahan tangguh bencana maka pelaksanaan maupun pengaturannya 

diserahkan kepada desa/kelurahan. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah 

bertugas memfasilitasi program dengan menyediakan sumber daya dan bantuan 

teknis yang dibutuhkan desa/kelurahan. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 



 

 

5 

Kegiatan program desa tangguh bencana berdasarkan Perka BNPB No. 1 

tahun 2012 dimulai dari pengkajian risiko desa/kelurahan, perencanaan 

kontingensi desa/kelurahan, pembentukan forum PRB desa/kelurahan, 

peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam pengurangan bencana, pemanduan 

pengurangan risiko bencana ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan legislasi, 

pelaksanaan pengurangan risiko bencana di desa/kelurahan, pemantauan, evaluasi 

dan pelaporan program di tingkat desa/kelurahan. (BNPB, Perka BNPB 

No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016) 

Pemerintah daerah Provinsi Riau melalui BPBD Provinsi Riau membentuk 

destana di beberapa daerah yang rawan bencana. Salah satunya berada di 

Kabupaten Kampar yakni tepatnya di desa Rimbo Panjang. Oleh karenanya 

BPBD Kabupaten Kampar sebagai lembaga yang menangani penanggulangan 

bencana di tingkat daerah ikut serta dalam penyelenggaraan program destana di 

desa Rimbo Panjang.  

Desa Rimbo Panjang terletak di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

yang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa Rimbo Panjang sebagian 

besar wilayahnya terdiri dari kawasan hutan dan lahan gambut sebesar 90% 

dengan kondisi tanah yang didominasi oleh lahan gambut. Bisa dikatakan bahwa 

desa Rimbo Panjang memiliki lahan gambut dengan kedalaman paling tebal di 

Riau. Besarnya komposisi kawasan hutan dengan jenis lahan gambut di Rimbo 

Panjang membuatnya rawan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan baik 

karena faktor alam maupun manusia. (Kampar, 2014) 
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Tabel 1.1 Angka Kebakaran Hutan dan Lahan di Rimbo Panjang 

Luas Area yang 

Terbakar 

(hektar) 

Tahun Kejadian 

2015 2016 2017 2019 2020 2021 

430 ha 20 ha 5 ha 81 ha 3.25 ha 8.5 ha 

Sumber: Rekap Kebencanaan BPBD Kampar 

Desa Rimbo Panjang memiliki beberapa titik yang rawan terhadap 

kebakaran hutan dan lahan. Sebagian besar daerah yang rawan bencana kebakaran 

hutan dan lahan terletak di lahan perkebunan dan tidak jauh dari perumahan 

warga. Pada tahun 2015 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di desa Rimbo 

Panjang telah menghanguskan sedikitnya 400 ha. Salah satu lokasi kebakaran 

hutan dan lahan terjadi di jalan Lintas Riau - Sumatera Barat Rimbo Panjang, 

Kabupaten Kampar. Kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di lahan kosong milik 

warga di dusun II, dusun III, jl. Uka serta di jl. Manunggal, desa Rimbo Panjang. 

(Youtube, Satgas Segel Lahan yang Terbakardi Rimbo Panjang, 2015) 

Pada tahun 2016 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi telah 

menghanguskan kurang lebih 10 ha lahan di Rimbo Panjang. Lokasi kebakaran 

terjadi di jl. Harapan Raya, jl. Swadaya, jl. Uka, dan jl. Hapjaya. (Youtube, 

Kampar:Kebakaran Lahan Kembali Terjadi di Rimbo Panjang, 2016). Pada tahun 

2017 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Rimbo panjang sedikitnya telah 

menghanguskan 5 ha lahan kosong milik warga di jl. Mandiri, desa Rimbo 

Panjang, Kampar. (Youtube, 2017) 

Pada tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan sekitar 

81 ha terjadi di desa Rimbo Panjang di lahan kosong milik warga. Lokasi 

kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berada 200 meter dari jalan raya 

Pekanbaru- Bangkinang, desa Rimbo Panjang km 15.  Selain itu lokasi kebakaran 
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juga terjadi di perumahan mustamindo II dan mustamindo III, desa Rimbo 

Panjang yang mana kebakaran berjarak sekitar 30 meter dari perumahan warga. 

Kemudian lokasi kebakaran lainnya juga berada di jl. Marwah. (Youtube, Api 

Membesar di Rimbo Panjang, 2019). Pada tahun 2020 kebakaran hutan dan lahan 

yang menghanguskan lahan sekitar 3.25 ha terjadi di desa Rimbo Panjang. 

(Kampar, Rekap Kebencanaan Karlahut tahun 2020, 2020) 

Pada tahun 2021 kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di lahan kosong 

milik warga dan lahan milik koperasi di rimbo panjang sedikitnya 

menghanguskan 8.5 ha area. Salah satu lokasi kebakaran hutan di rimbo panjang 

berada di jl. Harapan desa Rimbo Panjang. Lokasi kebakaran lainnya berada di 

dusun II desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kampar. (Youtube, 

Pemadaman Kebakaran Lahan Gambut di Kampar Terhambat Minimnya Sumber 

Air, 2021) 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan 

mulai dari tahun 2016 hingga 2018 di Rimbo Panjang menunjukkan adanya 

penurunan. Pada tahun berikutnya yakni di tahun 2019 kebakaran hutan dan lahan 

di rimbo panjang kembali naik. Pada tahun 2020 angka kebakaran hutan dan lahan 

di rimbo panjang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.  

Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang sering terjadi di desa 

Rimbo Panjang. Oleh karena itu BPBD Kabupaten Kampar membentuk desa 

tangguh bencana di desa Rimbo Panjang dengan fokus bencana adalah kebakaran 

hutan dan lahan. Program desa tangguh bencana kebakaran hutan dan lahan sudah 

dilaksanakan sejak tahun 2014 di desa Rimbo Panjang. Berikut SK yang telah 

diterbitkan. 
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Gambar 1.1 SK MPA Desa Rimbo Panjang 

 
 

 
Sumber: Pemerintah Desa Rimbo Panjang 
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Kegiatan program desa tangguh bencana dimulai dari ketika pra bencana, 

tanggap darurat dan pasca bencana. Lebih lanjut hadirnya program desa tangguh 

bencana ini di desa Rimbo Panjang adalah agar desa mampu untuk beradaptasi  

dan mengenali ancaman bencana di wilayahnya terkhusus kebakaran hutan dan 

lahan serta mampu mengorganisir sumber daya yang ada untuk mengurangi risiko 

bencana tersebut. 

Program destana memiliki beberapa komponen di dalamnya. Berdasarkan 

Perka BNPB No. 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana ada enam komponen yakni legislasi, perencanaan, kelembagaan, 

pendanaan, pengembangan kapasitas, dan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana (Alhadi, 2019, hal. 2). Jazim Hamidi mengatakan bahwa, legislasi berasal 

dari kata legislation yang berarti perundang-undangan atau pembuatan undang-

undang.” (Jazim Hamidi, 2012, hal. 46). Perencanaan dalam arti sederhana adalah 

proses mempersiapkan hal-hal yang hendak dikerjakan di waktu yang akan datang 

dalam rangka mencapai sebuah tujuan (Ana Widyastuti, 2021, hal. 2). Amruddin 

mengatakan bahwa kelembagaan adalah aturan main yang berlaku di masyarakat 

yang sudah disepakati bersama untuk menjadi sesuatu yang harus dipatuhi agar 

tercipta keteraturan antar sesama anggota masyarakat (Amruddin, 2021, hal. 74). 

Menurut Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana bahwa pendanaan adalah rencana mobilisasi dana dan sumber 

daya (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 

1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014). 

Morison dalam Dindin Abdurohim menjelaskan bahwa pengembangan kapasitas 
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(capacity building) merupakan proses untuk melakukan perubahan di dalam diri 

seorang individu, kelompok, organisasi, dan sistem dalam rangka memperkuat 

kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga menjadi tanggap 

terhadap perubahan lingkungan yang terjadi (Abdurohim, 2020, hal. 12). 

Sedangkan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan 

Pemerintah RI No.21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, 

tanggap darurat, dan rehabilitasi (RI, 2008) 

Keadaan desa Rimbo Panjang sebelum diimplementasikan program 

destana adalah angka kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi. Desa Rimbo 

Panjang tidak memiliki sarana dan prasarana dan hanya bisa mengandalkan 

bantuan dari luar ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Setelah program 

destana diimplementasikan di desa Rimbo Panjang, lambat laun angka luas 

kebakaran hutan dan lahan yang terjadi mulai menurun meski sedikit, bisa dilihat 

melalui Tabel 1.1. Hal ini karena desa saat ini sudah memiliki peralatan yang bisa 

digunakan untuk tanggap darurat ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. 

Meskipun begitu peralatan masih belum memadai Selain itu juga ada tambahan 

sarana prasarana berupa sumur bor yang memudahkan untuk kegiatan 

pemadaman. Selain itu juga ada tim relawan bencana di desa Rimbo Panjang yang 

disebut dengan Masyarakat Peduli Api (MPA). Dengan kehadiran MPA sedikit 

banyak sudah membantu dalam pengurangan angka kebakaran hutan dan lahan. 

Zalka selaku kepala desa Rimbo Panjang di tahun 2015 juga menyampaikan 



 

 

11 

bahwa dengan adanya sumur bor yang dibangun oleh pemerintah membuat 

kegiatan pemadaman lebih efektif sehingga pihak desa berharap akan ada bantuan 

tambahan sumur bor untuk ke depannya (Gunawan, 2016) 

Pelaksanaan program destana di desa Rimbo Panjang memiliki beberapa 

kekurangan. Pertama, kekurangan sumber daya baik sumber daya manusia 

maupun anggaran. Anggaran atau sumber dana yang akan dimanfaatkan untuk 

kegiatan pengurangan risiko bencana tidak memadai. Tidak ada dana khusus dari 

desa Rimbo Panjang untuk kegiatan tersebut. Selain itu sumber daya manusia juga 

kurang. Hal ini bisa dilihat dari Gambar 1.2 SK Masyarakat Peduli Api yang 

jumlah anggotanya sudah dipangkas menjadi 15 orang yang semula berjumlah 30 

orang. Hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan 

risiko masih kurang. Kedua, kegiatan penanggulangan bencana tidak menjadi 

prioritas pihak desa Rimbo Panjang sehingga tidak termuat dalam RPJMDes. 

Selain itu tidak ada legislasi berupa peraturan kepala desa yang menjadi dasar 

untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana.  

Dari pemaparan permasalahan di atas penulis tertarik melakukan penelitian 

terhadap program desa tangguh bencana yang diterapkan di desa Rimbo Panjang, 

dengan judul penelitian yaitu Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA) sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

di Desa Rimbo Panjang 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada latar belakang 

masalah, maka penulis dalam penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai upaya 

mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang? 

2. Apa saja hambatan pelaksanaan program desa tangguh bencana sebagai 

upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo 

Panjang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

penulis dalam penelitian ini membuat tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana sebagai 

upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang 

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan pelaksanaan program desa tangguh 

bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di 

desa Rimbo Panjang 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Untuk meningkatkan kemampuan berfikir intelektual penulisan 

karya ilmiah dengan menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama 

perkuliahan ke dalam penelitian ini serta menambah wawasan pengetahuan 

tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam wujud program 

desa tangguh bencana. 
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2. Bagi Objek Penelitian 

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi desa Rimbo Panjang 

agar bisa lebih baik lagi dalam kegiatan mitigasi bencana kebakaran hutan 

dan lahan di daerahnya. 

3. Bagi Objek Pustaka 

Diharapkan dapat dijadikan masukan dan melengkapi penelitian 

terdahulu serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka 

dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut: 

1. Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program desa 

tangguh bencana sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan 

penanggulangan bencana di desa Rimbo Panjang. 

2. Penelitian ini dilakukan di desa Rimbo Panjang 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistimatika penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 6 

(enam) bab dan sub-sub bab lainnya, meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini berisikan tentang deskripsi umum yang meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, fokus penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, jenis 

dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan 

teknik analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian. 

BAB V  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini penulis membuat hasil penelitian dan pembahasan tentang 

bagaimana pelaksanakan program desa tangguh bencana sebagai upaya 

mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang.  

BAB VI  PENUTUP 

 Pada bab ini penulis menyajikan kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kebijakan 

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan tentang kebijakan. Fadly Mart 

Gultom mengatakan bahwa kebijakan diartikan sebagai 1) kepandaian; 

kemahiran; kebijaksanaan, 2) serangkaian konsep yang menjadi dasar rencana 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang 

pemerintahan, organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, 

atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai 

sasaran, garis haluan. (Gultom, 2019, hal. 27)  

Berdasarkan teori ini dapat dipahami bahwa kebijakan merupakan 

rangkaian pedoman sebagai bentuk dari manajemen dalam mencapai suatu tujuan. 

Uddin dan Sobirin menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 

berlaku, ditandai dengan perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang 

membuat maupun yang melaksanakan kebijakan tersebut (Sore & Sobirin, 2017, 

hal. 3). Lebih lanjut Uddin dan Sobirin mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-

prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu. (Sore & 

Sobirin, 2017, hal. 3). Pengertian serupa juga disampaikan oleh Edi Suharto 

dalam buku Uddin dan Sobirin yang menyatakan bahwa, kebijakan adalah suatu 

ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang 

dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu (Sore & 

Sobirin, 2017, hal. 3). Berdasarkan teori di atas dapat dipahami bahwa kebijakan 

adalah suatu ketetapan yang mengatur cara bertindak dan dilaksanakan secara 

konsisten demi mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. 
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Definisi yang sering kita dengar mengenai kebijakan adalah teori yang 

dikemukaan oleh Thomas R. Dye. Dalam buku Fadly Mart Gultom, Thomas R. 

Dye menjelaskan bahwa, kebijakan adalah whatever governments choose to do or 

not to do (pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh 

pemerintah) (Gultom, 2019, hal. 28). Pengertian ini menunjukkan bahwasanya 

pemerintah berhak untuk membuat pilihan terhadap kebijakan seperti apa yang 

akan diambil. Lebih lanjut Prihati  menyebutkan bahwa dalam sistem kebijakan 

terdapat tiga elemen yaitu stakeholders kebijakan, pelaku kebijakan dan 

lingkungan kebijakan (Prihati, 2018, hal. 61). Ini bermakna bahwa suatu 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di dalamnya terdapat para pelaku yang 

terlibat dalam mengatasi masalah yang timbul di lingkungannya. 

Selanjutnya pengertian kebijakan dikemukakan oleh Anderson dalam buku 

Prihati  yang menjelaskan bahwa kebijakan sebagai “a relative stable, purposive 

course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or 

matter of concern”. Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai 

maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi 

suatu masalah atau persoalan. Prihati melanjutkan bahwa kebijakan publik 

memiliki beberapa elemen diantaranya sebagai berikut: 

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah. 

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan 

bukan apa yang akan dilakukan. 

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah 

mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat 

pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu). 
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5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif) (Prihati, 2018, hal. 

61). 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan 

adalah ketetapan pemerintah yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu 

pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. 

 

2.2 Implementasi Kebijakan 

Sunggono dalam buku Prihati menjelaskan bahwa implementasi kebijakan 

merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-

sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi sebuah 

kebijakan publik akan dapat dimulai jika tujuan-tujuan kebijakan publik telah 

ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk 

pencapaian tujuan kebijakan. Implementasi kebijakan jika dipandang dalam 

pengertian yang luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, 

organisasi, prosedur dan teknik bekerja sama untuk menjalankan kebijakan untuk 

meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”. (Prihati, 2018, hal. 68) 

Jadi, implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam 

suatu keputusan kebijakan. 

Merile.S. Grindle dalam buku Hayat menjelaskan bahwa keberhasilan 

implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation). Variabel isi 

kebijakan mencakup: 1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target 
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group dimuat dalam isi kebijakan, 2) jenis manfaat yang diterima oleh target 

group, 3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, 4) 

apakah letak sebuah program sudah tepat, 5) apakah sebuah kebijakan telah 

menyebutkan implementornya dengan rinci, dan 6) apakah sebuah program 

didukung oleh sumber daya yang memadai. (Hayat, 2018, hal. 130) 

George Edward III dalam buku John Fresly Hutahayan menyebutkan 

bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu: 

1. Komunikasi. Tiga hal penting yang perlu dibahas dalam proses kebijakan 

komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Perlu ada keputusan 

yang telah dibuat dan adanya perintah pelaksanaan serta kejelasan arah 

komunikasi implementasi kebijakan. Di samping itu perintah implementasi 

harus konsisten dan jelas. 

2. Sumber daya. Untuk mendukung implementasi diperlukan sumber daya 

seperti pegawai atau karyawan yang memadai dan memiliki keterampilan 

yang baik untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan fasilitas untuk 

mendukung penyampaian layanan publik. 

3. Tren atau prilaku. Tren implementasi sangat berpengaruh terhadap 

keefektifan suatu implementasi kebijakan. Jika pelaksana bersikap baik 

terhadap suatu kebijakan dalam hal ini berarti adanya dukungan, maka 

mereka cenderung akan menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh 

pembuat keputusan asli. 

4. Struktur birokrasi. Birokrasi adalah salah satu dari beberapa badan yang 

paling sering menjadi pelaksana kebijakan secara keseluruhan, baik itu 

struktur pemerintah maupun organisasi swasta. (Hutahayan, 2019, hal. 15) 
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2.3 Pelaksanaan Program 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa pelaksanaan 

berasal dari kata laksana yang artinya proses, cara, perbuatan melaksanakan 

(rancangan, keputusan dan sebagainya). Konsep pelaksanaan juga serupa dengan 

implementasi. Webster dalam buku Muhammad Ali mengatakan bahwa 

implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu to implement 

(mengimplementasikan) yang berarti to provide the means for carrying out 

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan to give practical effect to 

(untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Ali, 2017, hal. 51) 

Sedangkan pengertian program menurut Haris Djoko Nugroho adalah 

urutan langkah, prosedur atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis dan 

terencana dalam jangka waktu tertentu, untuk mencapai suatu tujuan yang 

diinginkan (Nugroho, 2020, hal. 44). Lebih lanjut Nugroho menyatakan bahwa 

program adalah wujud (objek) dari suatu kebijakan, sedangkan kebijakan adalah 

aturan umum yang ditetapkan oleh pemerintah berwenang dalam bingkai program 

tertentu atau suatu proyek (Nugroho, 2020, hal. 45). Selain itu definisi program 

juga terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa program adalah instrumen kebijakan 

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ 

lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran 

atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. (RI, 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2004) 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program 

adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk pelaksanaan kegiatan oleh individu 

maupun kelompok yang didukung oleh kebijaksanaan, prosedur dan sumber daya 

dengan maksud mendatangkan hasil untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

sudah ditetapkan. Dalam pelaksanaan sebuah program bisa saja berhasil atau 

justru gagal total jika ditinjau dari hasil yang diraih. Dalam proses pelaksanaan 

suatu program juga terdapat berbagai unsur yang bisa menjadi penunjang dan 

penghambat dalam pencapaian sasaran program. 

 

2.4 Manajemen Risiko Bencana 

Bencana merupakan suatu keadaan dimana terdapat ancaman yang 

dihadapkan dengan ketidakberdayaan manusia dalam menghadapinya. Bencana 

alam  merupakan bencana yang diakibatkan oleh gejala alam. Gejala alam itu 

sendiri merupakan suatu keadaan yang normal terjadi pada bumi karena 

merupakan suatu proses yang alami. Suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi 

baik disebabkan oleh faktor alam maupun non-alam tidak dapat dikatakan sebagai 

bencana jika tidak menimbulkan bahaya dan kerugian bagi manusia.  

Hal ini sejalan dengan pengertian bencana menurut UU No. 24 tahun 2007 

tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana merupakan peristiwa yang 

mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian 

harta benda, dan dampak psikologis. (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 

2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007) 
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Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa bencana merupakan suatu keadaan 

atau peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam maupun non-alam yang 

berdampak pada keselamatan jiwa, kerugian material dan bahkan dampak 

psikologis. Berbagai macam kerugian yang dirasakan merupakan akibat dari 

ketidakmampuan manusia dalam memanajemen bencana baik dari kesiapsiagaan 

maupun proses tanggap daruratnya. Disisi lain kerugian yang ditimbulkan juga 

tergantung pada bentuk dan intensitas bencana itu sendiri. Semakin besar bentuk 

atau intensitasnya maka semakin besar pula potensi kerugian yang didapatkan.  

Stefanus Arie Priambodo menyatakan bahwa secara umum kategori 

bencana terbagi menjadi tiga, yaitu: 

1. Bencana alam, yakni bencana yang diakibatkan oleh faktor alam atau 

karena perubahan kondisi yang terjadi pada alam. Contohnya angin puting 

beliung, gempa bumi, banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan 

seterusnya. 

2. Bencana sosial, yakni bencana yang diakibatkan oleh faktor manusia. 

Contohnya perang, kelaparan, terorisme, dan sebagainya 

3. Bencana kompleks, yakni gabungan dari bencana karena faktor alam dan 

faktor manusia. Contohnya kebakaran, polusi lingkungan, wabah penyakit, 

dan seterusnya. (Priambodo, 2009, hal. 22) 

Manajemen bencana merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 

menanggulangi bencana dengan tujuan untuk mengurangi risiko bencana serta 

melakukan pemulihan setelah terjadinya bencana tersebut. Manajemen bencana 

berguna untuk meminimalisir kerugian yang bisa saja terjadi akibat bencana alam 
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maupun non alam. Fase manajemen bencana kadang memiliki perbedaan antara 

negara yang satu dengan negara yang lainnya, tergantung bagaimana cara mereka 

memandangnya.  

Namun secara umum menurut Rijanta dkk bahwa fase manajemen bencana 

terbagi menjadi empat fase yakni mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan 

pemulihan yang masing-masing tahap tersebut saling berkaitan satu sama lain 

dalam menunjang kegiatan manajemen bencana. Manajemen bencana meliputi 

tahap pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. (R. Rijanta, 2018, hal. 38) 

Fase pertama adalah mitigasi bencana. Pengertian mitigasi menurut UU 

No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah upaya untuk 

mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran 

dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (RI, Undang-Undang 

RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007).  

Khambali mengungkapkan pengertian mitigasi mitigasi adalah segala 

tindakan yang dilakukan dalam rangka mengurangi dampak suatu bencana baik 

dalam bentuk fisik maupun non fisik. Mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi 

dan bisa digolongkan ke dalam tahap pra bencana. Mitigasi bencana termasuk 

didalamnya penataan ruang, pembangunan infrastruktur serta penyuluhan terkait 

kebencanaan.” (Khambali, 2017, hal. 18) 

Fase kedua adalah kesiapsiagaan. Menurut UU No. 24 tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang 

dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui 

langkah yang tepat guna dan berdaya guna (pelatihan, gladi, penyiapan sarana dan 
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prasarana, SDM, logistik dan pembiayaan) (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Dengan kesiapsiagaan yang 

tepat diharapkan upaya pennaggulangan dapat lebih cepat dan tepat sehingga 

dapat meminimalisir jumlah korban dan kerusakan yang ditimbulkan. (Gunagama, 

2018, hal. 1) 

Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan 

penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personel. Kesiapsiagaan 

menghadapi bencana adalah kondisi masyarakat baik individu maupun kelompok 

yang memiliki kemampuan secara fisik dan psikis dalam menghadapi bencana. 

Kesiapsiagaan adalah setiap aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya bencana 

dengan tujuan untuk mengembangkan kapasitas operasional dan memfasilitasi 

respons yang efektif ketika suatu bencana terjadi (Khambali, 2017, hal. 53-54) 

Fase ketiga adalah tanggap darurat. Usman menyebutkan bahwa tahap 

tanggap darurat merupakan tahap penindakan atau pertolongan untuk membantu 

masyarakat yang terkena bencana untuk menghindari bertambahnya korban jiwa. 

(Usman, 2020, hal. 18). Tanggap darurat merupakan upaya yang dilakukan segera 

pada saat kejadian bencana untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan 

terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi, dan 

pengungsian. Masalah yang sering dihadapi saat terjadi bencana adalah 

keterbatasan SDM, keterbatasan peralatan/sarana dan sistem kesehatan yang 

belum disiapkan untuk menghadapi bencana (Khambali, 2017, hal. 55). 

Fase keempat adalah pemulihan. Tahap pemulihan meliputi kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan pasca bencana. Usman mengatakan 
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bahwa rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik 

atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana 

dengan sasaran untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat pada wilayah pasca bencana. Upaya yang dilakukan pada tahap 

rehabilitasi adalah untuk mengembalikan kondisi daerah yang terkena bencana 

yang serba tidak menentu ke kondisi normal yang lebih baik agar kehidupan dan 

penghidupan masyarakat dapat berjalan kembali. (Usman, 2020, hal. 19) 

Setelah rehabilitasi maka selanjutnya diteruskan dengan kegiatan 

rekonstruksi. Lebih lanjut, Usman menyatakan bahwa rekonstruksi adalah 

pembangunan kembali semua sarana dan prasarana serta kelembagaan di daerah 

pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan 

sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan 

budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat 

dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di daerah pasca bencana.” (Usman, 

2020, hal. 21). 

 

2.5 Program Desa Tangguh Bencana 

2.5.1 Latar Belakang Program Desa Tangguh Bencana 

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. Salah satu 

strategi untuk mewujudkan hal ini adalah melalui pengembangan desa/kelurahan 

tangguh terhadap bencana dengan upaya Pengurangan Risiko Berbasis Komunitas 

(PRBBK). Dalam PRBBK, proses pengelolaan risiko bencana melibatkan secara 

aktif masyarakat dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau dan 
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mengevaluasi risiko bencana untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan 

kemampuannya. (RI, Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana, 2007) 

2.5.2 Pengertian Program Desa Tangguh Bencana 

Mengacu kepada UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

bahwa pengertian dari desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, memiliki wewenang untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat sekitarnya, berdasarkan asal usul dan adat 

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. 

Sedangkan pengertian kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di 

bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota (RI, Undang-Undang Nomor 32 

tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 2004). Kelurahan setara dengan desa 

yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi 

kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonom 

luas seperti yang dimiliki sebuah desa. 

Sedangkan desa tangguh bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang 

memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu 

mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan 

sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana. Kemampuan 

ini diwujudkan dalam perencanaan pembangunan yang mengandung upaya-upaya 

pencegahan, kesiapsiagaan, pengurangan risiko bencana dan peningkatan 

kapasitas untuk pemulihan pasca bencana.  

Dalam destana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, 

menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang 
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ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi 

menjamin keberlanjutan. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman 

Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016) 

Badan nasional penanggulangan bencana (BNPB) telah melaksanakan 

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) dengan 

mengembangkan program desa/kelurahan tangguh bencana (destana). Sebagai 

rujukan dalam mengimplementasikan program destana adalah peraturan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana (Perka BNPB No.1/2012).   

Program destana dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip berikut : 

bencana adalah urusan bersama, berbasis PRB, pemenuhan hak masyarakat, 

masyarakat menjadi pelaku utama, dilakukan secara partisipatoris, mobilisasi 

sumber daya lokal, inklusif, berlandaskan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan 

gender, keberpihakan pada kelompok rentan, transparansi dan akuntabilitas, 

kemitraan, multi ancaman, otonomi dan desentralisasi pemerintahan, pemaduan 

ke dalam pembangunan berkelanjutan, dan diselenggarakan secara lintas sektor. 

(BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana, 2016)  

Masyarakat yang sudah mencapai tingkat ketangguhan terhadap bencana 

akan mampu mempertahankan struktur dan fungsi mereka sampai tingkat tertentu 

bila terkena bencana. Tingkat ketangguhan desa/kelurahan dalam menghadapi 

bencana dibagi tiga yaitu desa/kelurahan tangguh bencana utama, desa/kelurahan 

tangguh bencana madya, desa/kelurahan tangguh bencana pratama. Masing-
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masing tingkatan memiliki kriteria berbeda sesuai dengan kemampuan masyarakat 

dalam menghadapi bencana. (BNPB, Perka BNPB No.1/2012 tentang Pedoman 

Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2016) 

2.5.3 Peran Pemerintah, Pemangku Kepentingan Non-Pemerintah dan 

Masyarakat 

Pemerintah provinsi melalui BPBD di tingkat provinsi mendorong BPBD 

tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan program desa/kelurahan tangguh 

bencana. BPBD kabupaten/kota berperan untuk mendorong dan memfasilitasi 

desa-desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program ini dengan 

bantuan teknis dan dukungan sumber daya untuk pengembangan program di 

tingkat kecamatan/kelurahan dan masyarakat (BNPB, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014). 

Pemerintah kecamatan membantu BPBD kabupaten/kota untuk memantau 

dan memberi bantuan teknis bagi pelaksana program di tingkat desa atau 

kelurahan. Di tingkat masyarakat, para pemimpin masyarakat, tokoh adat dan 

tokoh agama bekerjasama dengan aparat pemerintah dalam mobilisasi warga 

untuk menjalankan program ini. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko 

bencana merupakan tanggung jawab semua pihak karena bencana dapat menimpa 

siapa saja. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dari berbagai elemen baik 

pemerintah maupun non pemerintah. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 
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Intervensi pemerintah dan pihak non pemerintah hanya sebatas stimulan 

karena masyarakat yang harus berperan aktif sebagai inisiator, perencana dan 

pelaksananya. Program ini bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat. Karena itu 

keterlibatan masyarakat memiliki peran yang cukup besar. Keterlibatan 

masyarakat diatur melalui kelompok-kelompok siaga bencana/PRB atau tim 

relawan PB berbasis komunitas desa/kelurahan. Kelompok dapat dibentuk secara 

khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di 

desa/kelurahan. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah desa, 

tetapi pemerintah desa terlibat di dalamnya bersama dengan unsur-unsur 

masyarakat sipil. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana, 2014) 

Kelompok siaga bencana/tim relawan PB berbasis komunitas 

desa/kelurahan perlu menjamin adanya partisipasi dari semua unsur masyarakat. 

Kelompok ini haruslah bekerja dengan kompak dan efektif serta penting untuk 

memastikan hubungan kelembagaan yang baik dengan pemerintah desa dan 

pemangku kepentingan lain. Dalam jangka panjang kelompok dapat ditingkatkan 

menjadi Forum PRB desa/kelurahan. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 

2.5.4 Kegiatan Program Desa Tangguh Bencana 

Kegiatan pengembangan desa/kelurahan tangguh bencana dimuat dalam 

Perka BNPB No.1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana yakni sebagai berikut : 
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1. Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan. 

Para pemangku kepentingan pertama-tama  mengadakan pengkajian 

atas risiko-risiko bencana di desa/kelurahan sasaran yang terdiri dari 

menilai ancaman, kerentanan, kapasitas, dan menganalisa risiko bencana. 

Menilai ancaman adalah upaya untuk menilai atau mengkaji bentuk-bentuk 

dan karakteristik teknis dari ancaman. Kegiatan ini menghasilkan 

informasi yang berkaitan dengan jenis ancaman yang ada, lokasi spesifik 

ancaman, intensitas, frekuensi, durasi, probabilitas kejadian ancaman, dan 

gejala-gejala khusus atau peringatan yang ada sebelum ancaman datang. 

(BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh 

Bencana, 2014) 

Kegiatan ini akan mengidentifikasi status kemampuan komunitas di 

desa/kelurahan pada setiap sektor yang dapat dioptimalkan dan 

dimobilisasikan untuk mengurangi kerentanan dan risiko bencana. 

Menganalisis risiko bencana merupakan proses konsolidasi temuan-

temuan dari pengkajian ancaman, kerentanan, dan kemampuan, serta 

menarik kesimpulan tentang tingkat risiko bencana di desa/kelurahan 

sasaran. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana, 2014) 

2. Perencanaan PB dan Perencanaan Kontingensi Desa/Kelurahan 

Rencana penanggulangan bencana desa/kelurahan merupakan 

rencana strategis untuk memobilisasi sumber daya berbagai pemangku 
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kepentingan, pemerintah maupun non-pemerintah dalam lingkup 

desa/kelurahan. RPB disusun bersama masyarakat karena warga 

masyarakat di kawasan rawan bencana perupakan pihak pertama yang 

paling terpapar ancaman dan paling mengenal wilayahnya. Agar 

pelaksanaan RPB dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan, harus 

ada payung hukum berupa peraturan desa atau perangkat lain setingkat 

kelurahan. Keuntungan dari adanya payung hukum adalah integrasi isu 

kebencanaan ke dalam RPJM desa. (BNPB, Peraturan Kepala Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 

Rencana kontigensi desa/kelurahan adalah rencana yang disusun 

untuk menghadapi situasi krisis yang diperkirakan akan terjadi dan dapat 

pula tidak terjadi. Rencana ini mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang 

harus diambil oleh masing-masing pihak yang dilibatkan dalam 

penanganan bencana. Renkon hanya digunakan untuk satu jenis bencana 

saja dan disahkan dengan peraturan desa atau keputusan lurah yang 

didasarkan kepada sistem legislasi yang berlaku. (BNPB, Peraturan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 

3. Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan 

Dalam pembentukan forum PRB harus memperhatikan hal berikut: 

1) menyuarakan kepentingan kelompok rentan dan mereka yang 

terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan, 2) keterwakilan 
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semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marjinal dalam 

kepengurusan, 3) forum memiliki kelompok kerja yang kompak, efektif, 

dapat dipercaya dan kreatif, 4) forum menyusun rencana kerja yang 

realistis dan dapat dikerjakan, lengkap dengan prioritas rencana aksi 

masyarakat serta sumber penganggarannya. (BNPB, Peraturan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 

4. Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB 

Penguatan kapasitas dalam isu keorganisasian dan risiko bencana 

perlu ditingkatkan dan akan diberikan dalam kerjasama dengan lembaga 

swadaya masyarakat dan perguruan tinggi melalui lokakarya atau lokalatih 

di lapangan dalam topik-topik seperti pengorganisasian masyarakat, 

kepemimpinan, manajemen organisasi masyarakat dan topik terkait 

lainnya. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan 

Tangguh Bencana, 2014) 

5. Pemanduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legislasi 

Dengan masuknya aspek-aspek PRB ke dalam RPJMDes, yang 

akan dilegalisasi dengan peraturan desa, program-program PRB akan 

mendapat jaminan pendanaan yang lebih kuat. (BNPB, Peraturan Kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 
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6. Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan 

Pelaksanaan PRB di tingkat desa/kelurahan mengikuti dokumen-

dokumen kebencanaan yang sudah disusun saat pembentukan desa 

tangguh bencana. (BNPB, Peraturan Kepala Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 

7. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di Tingkat Desa/Kelurahan. 

Secara umum kegiatan pemantauan bertujuan untuk mengamati 

apakah kegiatan-kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan. Pemantauan dapat dilakukan secara terpisah dengan evaluasi, 

frekuensinya juga dapat lebih banyak dari evaluasi. (BNPB, Peraturan 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 

tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, 2014) 

 

2.6 Pandangan Islam tentang Implementasi Kebijakan 

Islam merupakan agama yang sempurna. Islam mengatur segala aspek 

kehidupan umatnya mulai dari masalah aqidah, akhlak, muamalah, dan 

sebagainya. Begitu juga dengan urusan politik. Rasulullah SAW pernah 

menggunakan kata politik (siyasah) dalam sabdanya: “adalah bani israil, mereka 

diurusi urusannya oleh para nabi (tasusuhumul anbiya). Ketika seorang nabi 

wafat, nabi yang lain datang menggantinya. Tidak ada nabi setelahku, namun 

akan ada banyak para khalifah.” (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu 

politik atau siyasah dalam islam bermakna mengurusi atau mengatur urusan sosial 

masyarakat. (Halim, 2013, hal. 25) 
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Jika berbicara tentang politik maka kita berbicara tentang kekuasaan. 

Ketika berbicara tentang kekuasaan maka kita berbicara tentang negara atau 

pemerintah. Pemerintah selaku pemimpin atau khalifah di muka bumi memiliki 

tugas untuk mengatur kehidupan sosial masyarakatnya. Oleh karena itu peran 

negara sangat diharapkan untuk membuat kebijakan yang baik demi kesejahteraan 

masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surah Al- An’am (6) ayat 

165: 

                         

                       

Artinya :  “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan 

Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) 

beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan 

sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” 

 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sebagian dari kita telah ditunjuk sebagai 

khalifah atas sebagian yang lain. Oleh karena itu pemimpin harus bersikap adil 

terhadap masyarakatnya karena sejatinya kekuasaan yang dilimpahkan kepadanya 

merupakan sebuah ujian yang nantinya akan dimintai pertanggungjawaban. 

Pemimpin selayaknya menggunakan kekuasaannya untuk mengatur kehidupan 

masyarakatnya serta menyelesaikan segala persoalan yang ada. Pemimpin juga 

harus mengimplementasikan dengan baik segala bentuk kebijakan yang dibuat 

untuk kesejahteraan masyarakat.  

Dalam ayat yang lain Allah berfirman, yakni dalam surah An-Nisa (4) ayat 

58: 
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Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat.” 

 

Dalam ayat di atas Allah menegaskan agar seorang pemimpin berlaku adil 

dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang telah dibuat 

juga harus diimplementasikan dengan sebagaimana mestinya. Jika seandainya 

dalam proses tersebut ditemukan perdebatan maka solusinya adalah kembali 

kepada Allah dan Rasul. Begitulah seharusnya sikap seorang pemimpin yang 

patuh kepada Allah dan Rasulnya.  

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa sebuah 

kebijakan perlu dibuat oleh pemimpin dengan seadil-adilnya dengan berorientasi 

kepada Allah dan Rasul serta mempertimbangkan kemaslahatan orang banyak. 

Kebijakan yang telah dibuat juga harus diimplementasikan agar tidak hanya 

sekedar menjadi wacana dan tidak membawa nilai apa-apa untuk kehidupan 

masyarakat.  

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Berikut penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti yakni tentang pelaksanaan program desa 

tangguh bencana dalam mengatasi risiko bencana. 
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1. Penelitian berjudul Evaluasi Program Kelurahan Tangguh Bencana Di 

Kota Padang ditulis oleh Rimala Salwa dan Zikri Alhadi yang merupakan 

mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan ilmu administrasi negara. 

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pelaksanaan program kelurahan tangguh bencana di Kota 

Padang serta kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang dalam 

penerapannya. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan program 

desa/kelurahan tangguh bencana di desa Rimbo Panjang beserta hambatan 

pelaksanaannya. (Alhadi, 2019) 

2. Penelitian berjudul Manajemen Mitigasi Bencana Dengan Kelembagaan 

Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia ditulis 

oleh Ahmad Buchari yang merupakan seorang mahasiswa di Universitas 

Padjajaran fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2019. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat 

bagaimana manajemen mitigasi bencana di daerah rawan bencana 

Kabupaten Garut. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah penelitian oleh Ahmad Buchari fokus pada tiga aspek 

yakni perencanaan, kelembagaan dan pengembangan kapasitas 

masyarakat. Sedangkan penelitian oleh peneliti adalah untuk melihat 

pelaksanaan program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang  

(Buchari, 2019) 
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3. Penelitian berjudul Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana di Desa 

Argomulyo, Cangkringan, Sleman, DIY ditulis oleh Desy Nirmala 

Setyawati yang merupakan seorang mahasiswa dan Argo Pambudi yang 

merupakan dosen di Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian ini 

dilakukan pada tahun 2018. Tujuan dari penelitian adalah untuk melihat 

efektivitas dari pelaksanaan program desa tangguh bencana di Desa 

Agromulyo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Adapun 

perbedaannya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti 

ingin melihat bagaimana pelaksanaan program desa tangguh bencana di 

Desa Rimbo Panjang. (Pambudi, 2018) 

4. Penelitian berjudul Manajemen Risiko Bencana dalam Desa Tangguh 

Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo 

oleh Dwi Ratna Sari dan Tri Yuniningsih yang merupakan mahasiswa di 

Universitas Diponegoro. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2017. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan 

manajemen risiko bencana dalam desa tangguh bencana yang dilakukan di 

BPBD Kabupaten Purworejo serta faktor penghambatnya. Sedangkan 

penelitian yang peneliti lakukan adalah untuk melihat pelaksanaan 

program desa tangguh bencana di Desa Rimbo Panjang. (Yuniningsih, 

2017) 

5. Penelitian berjudul Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan 

(Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan oleh Kunto Arief 

Wibowo yang merupakan anggota Komando Resort Militer 032 Wirabraja 
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yang bermarkas di daerah Bukit Barisan, Padang. Penelitian ini dilakukan 

pada tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan 

metode lain dalam penanganan karhutla yakni dengan metode pendekatan 

ekonomi kerakyatan. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah peneliti bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan 

program desa tangguh bencana sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran 

hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang. (Wibowo, 2019) 

 

2.8 Definisi Konsep 

Srillius Seran mengatakan bahwa konsep didefinisikan sebagai sejumlah 

pengertian yang dikaitkan dengan peristiwa, objek, kondisi, situasi dan perilaku 

tertentu. Konsep adalah pendapat abstrak dari fakta tertentu (Seran, 2020, hal. 59). 

Definisi konsep tentang variabel-variabel penelitian harus dirumuskan secara jelas 

sebelum seorang peneliti mengumpulkan data dari responden. Definisi konsep 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan kebijakan. 

2. Pelaksanaan Program adalah serangkaian kegiatan dalam bentuk 

pelaksanaan kegiatan oleh individu maupun kelompok yang didukung oleh 

kebijaksanaan, prosedur dan sumber daya guna mendatangkan hasil untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

3. Mitigasi bencana adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan sebelum 

bencana terjadi dalam rangka mengurangi dampak dari bencana tersebut. 
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4. Desa tangguh bencana adalah program pemerintah dalam rangka 

mengurangi risiko bencana dengan menciptakan kemandirian masyarakat 

dalam menghadapi bencana.  

 

2.9 Operasional Konsep 

Churchill menyatakan bahwa definisi operasional adalah definisi konsep 

yang menggambarkan operasi-operasi yang harus dijalankan agar konsep bisa 

diukur secara empiris (Churchill, 2001, hal. 433). Seran menyebutkan bahwa 

definisi operasional adalah uraian teknis tentang cara mengukur sebuah konsep 

atas variabel yang bersangkutan. Uraian teknis yang dimaksud adalah berkaitan 

dengan indikator variabel. Indikator adalah petunjuk untuk mengukur sebuah 

variabel penelitian (Seran, 2020, hal. 60). Definisi operasional atau operasional 

konsep dalam penelitian ini merujuk pada teori implementasi kebijakan oleh 

George Edward III yang mengatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

mendukung implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, tren atau 

perilaku dan struktur birokrasi (Hutahayan, 2019, hal. 15). Oleh karena itu 

operasional konsep penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Operasional Konsep 

 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Pelaksanaan program 

desa tangguh bencana 

sebagai upaya mitigasi 

bencana kebakaran 

hutan dan lahan di 

desa Rimbo Panjang 

1. Komunikasi  a) Transmisi  

b) Konsistensi  

c) Kejelasan  

2. Sumber daya  a) Sumber daya manusia 

b) Sumber dana 

3. Tren atau perilaku a) Perilaku implementor 

4. Struktur birokrasi a) Struktur birokrasi 

Sumber:  Hutahayan, 2019. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan 

Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik 

 



 

 

39 

2.10 Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang 

diintegrasikan dari fakta-fakta, observasi dan kajian pustaka. Oleh karena itu 

kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep yang akan dijadikan dasar 

dalam penelitian. Dalam kerangka  pemikiran variabel-variabel penelitian 

dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, 

sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian (Nurdin 

& Hartati, 2019, hal. 125). Berikut adalah kerangka pemikiran peneliti. 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  Hutahayan, 2019. Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan 

Informasi dan Kinerja Pelayanan Publik 

 

 

Program Desa Tangguh Bencana di Desa Rimbo Panjang 

Indikator desa tangguh bencana berdasarkan teori keberhasilan 

implementasi menurut George Edward III : 

1) Komunikasi 

2) Sumber Daya 

3) Tren atau Perilaku 

4) Struktur Birokrasi 

Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Mitigasi 

Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Rimbo Panjang 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rimbo Panjang dan BPBD Kabupaten 

Kampar. Dalam kegiatan penelitian peneliti memanfaatkan berbagai jenis sumber 

data baik data primer maupun data sekunder terkait dengan pelaksanaan program 

desa tangguh bencana (DESTANA) sebagai upaya mitigasi bencana kebakaran 

hutan dan lahan di desa Rimbo Panjang. Peneliti melakukan wawancara kepada 

beberapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program desa tangguh bencana. 

Peneliti juga mengumpulkan beberapa data sekunder yang bisa dianalisis tentang 

program desa tangguh bencana di desa Rimbo Panjang. Penelitian dilaksanakan 

mulai 23 Februari sampai dengan 28 Mei 2021. Penyusunan skripsi dilakukan 

mulai dari awal penelitian hingga dianggap layak untuk diujiankan. 

 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif. Rukin mengatakan bahwa penelitian kualitatif lebih 

memfokuskan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu serta lebih 

banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. (Rukin, 

2019, hal. 6)  

Teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan 

observasi, wawancara, dokumentasi). Data yang diperoleh cenderung data 
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kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif 

bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi 

fenomena dan menemukan hipotesis (Prihati, 2018, hal. 9). Penggunaan metode 

ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan 

menyeluruh mengenai realitas dan proses sosial yang akan diteliti. 

3.2.2 Sumber Data 

Untuk mendukung proses dan hasil penelitian dibutuhkan data-data dari 

objek penelitian. Mamik menyebutkan bahwa data penelitian adalah segala fakta 

dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi (Mamik, 

2014, hal. 26). Lebih lanjut Mamik mengatakan bahwa data merupakan materi 

mentah yang membentuk semua laporan penelitian (Mamik, 2014, hal. 42). 

Merujuk pada pendapat para pakar diatas data dapat diartikan secara luas 

dan sempit. Pengertian data dalam arti luas adalah sekumpulan informasi yang 

dapat dibuat, diolah, dikirimkan dan dianalisis. Sedangkan dalam arti sempit 

konteks penelitian, maka yang dimaksud dengan data adalah data penelitian. 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh 

(Mustafa, 2020, hal. 26). Nurdin dan Hartati mengemukakan bahwa sumber data 

adalah tempat didapatkannya data yang diinginkan (Nurdin & Hartati, 2019). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh 

peneliti dari sumber pertama atau sumber aslinya di lokasi penelitian atau 

objek penelitian. Data primer berasal dari opini subjek penelitian, angket 
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atau kuisioner, wawancara serta hasil observasi (Supriyono, 2018, hal. 48). 

Data primer yang dibutuhkan oleh peneliti didapatkan dari wawancara 

langsung dengan informan penelitian untuk memperjelas hasil observasi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh melalui media 

perantara atau dari sumber kedua untuk melengkapi kekurangan dari data 

primer. Data sekunder berasal dari buku atau catatan dalam bentuk arsip 

baik yang dipublikasikan ataupun tidak, serta berbagai literatur yang 

relevan dengan penelitian (Supriyono, 2018, hal. 48). Data sekunder yang 

dibutuhkan peneliti diperoleh dari dokumen-dokumen dan segala data 

yang bisa dianalisis mengenai program desa tangguh bencana sebagai 

upaya mitigasi bencana di desa Rimbo Panjang dan penelitian-penelitian 

terdahulu yang relevan dengan judul penelitian.  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara untuk mengumpulkan data dari 

fenomena empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Observasi  

Iwan Hermawan menyebutkan bahwa observasi adalah teknik 

pengumpulan data berupa pengamatan secara langsung terhadap objek 

penelitian (Hermawan, 2019, hal. 77). Esty Aryani Safithry dalam 

bukunya mengklasifikasikan observasi menjadi tiga yakni observasi 

berpartisipasi, observasi yang secara terang-terangan dan tersamar, dan 
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observasi yang tak berstruktur (Safithry, 2018, hal. 50). Jenis observasi 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif. Peneliti 

mengumpulkan data melalui observasi partisipan pasif di mana peneliti 

tidak ikut serta menjadi bagian dari objek yang diamati melainkan hanya 

bertindak sebagai pengamat. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi tentang sesuatu dengan cara bertanya langsung 

kepada informan (Soebardhy, 2020, hal. 121). Muri Yusuf dalam bukunya 

mendefinisikan bahwa wawancara (interview) merupakan pertemuan dua 

orang secara langsung yakni pewawancara dan yang diwawancarai untuk 

saling berkomunikasi satu sama lain (Yusuf, 2016, hal. 372). Jenis 

wawancara terbagi menjadi wawancara terstruktur, tidak terstruktur dan 

wawancara bebas (Yusuf, 2016, hal. 376). Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara jenis tidak terstruktur. Ahmadi mengatakan 

bahwa wawancara tidak terstruktur mengacu pada wawancara yang 

terkesan informal dan pertanyaan yang dimunculkan dalam wawancara 

tidak kaku dalam mengikuti instrumen penelitian yang berkaitan dengan 

wawancara (Ahmadi, 2020, hal. 46).  

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan 

penelitian yang dianggap paham dan mengetahui tentang program desa 

tangguh bencana agar pengumpulan informasi dan data dapat berjalan 

dengan lancar. Alat yang digunakan dalam proses wawancara dengan 

informan penelitian berupa pena, buku dan handphone.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen, buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. 

Dokumen bisa berupa catatan harian, laporan, autobiografi, foto, dan 

sebagainya. Pengumpulan data melalui dokumentasi tidak kalah penting 

dari metode pengumpulan data yang lain. Siyoto mengemukakan bahwa 

metode dokumentasi dapat dikatakan tidak begitu sulit karena yang 

diamati adalah benda mati. Selain itu jika suatu saat terjadi kekeliruan, 

sumber datanya masih tetap dan tidak berubah (Siyoto, 2015, hal. 28).  

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan program desa 

tangguh bencana di desa Rimbo Panjang, jurnal, foto (dokumentasi 

kegiatan) maupun artikel dan berita-berita yang berkenaan dengan 

penelitian yang dilakukan 

 

3.4. Informan Penelitian 

Sayidah dalam bukunya menyatakan bahwa informan adalah orang yang 

menjadi sumber data dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh informasi 

yang diperlukan dalam penelitian (Sayidah, 2018, hal. 10). Peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan informan utama dan informan tambahan. Informan 

utama adalah orang yang dianggap mengetahui secara detail mengenai 

permasalahan dalam penelitian. Sedangkan informan tambahan adalah orang yang 

dapat memberikan informasi tambahan untuk melengkapi analisis mengenai 

permasalahan dalam penelitian. 
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Pemilihan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling, 

yakni teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang memenuhi 

persyaratan dari penelitian (Ujang Sumarwan, 2018, hal. 183). Oleh karena itu 

informan penelitian seharusnya memahami topik permasalahan yang diteliti. 

Tabel 3.1 Informan Utama 

No. Jabatan Nama Jumlah 

1. Kepala Sub Bidang Pencegahan 

BPBD Kampar 

Murniyati, ST 1 

2. Kepala Sub Bidang Kedaruratan 

BPBD Kampar 

Adi Candra 

Lukita, SE 

1 

3. Tim fasilitator Desa Tangguh 

Bencana 

Rezka Roza 

Maulana, S.Psi 

1 

 

Tabel 3.2 Informan Tambahan 

No. Jabatan Nama Jumlah 

1. Sekretaris Desa Rimbo Panjang Anas Mario 1 

2. 
Anggota MPA Desa Rimbo 

Panjang 
Afri Melta 1 

3. 
Masyarakat Desa Rimbo 

Panjang 

1. Bapak Adi 

2. Bapak 

Nurman 

3. Ibu Nurlaili 

4. Ibu Leni 

5. Bapak Paneh 

5 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Siyoto dalam bukunya mengemukakan bahwa analisis merupakan proses 

memecah data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan 

elemen tertentu. Sedangkan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

berupa mengorganisasikan data, memilahnya menjadi unit-unit yang dapat 

dikelola, melakukan sintesa, mencari dan menyusun ke dalam pola, memilah data 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan (Siyoto, 2015, hal. 

120). 



 

 

46 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

model interaktif. Sayidah mengatakan bahwa model interaktif memiliki 3 jenis 

kegiatan analisis (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan) dan 

pengumpulan data itu sendiri merupakan proses interaktif (Sayidah, 2018, hal. 

153). 

1. Tahap Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci. Perlu dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Reduksi data yakni proses penyempurnaan data atau 

informasi yang sudah diperoleh peneliti. Siyoto mengungkapkan bahwa 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya (Siyoto, 2015, hal. 122).  

Proses reduksi data dilakukan secara terus menerus selama 

penelitian berlangsung agar dapat diperoleh poin-poin utama dari data 

yang telah didapatkan. Dengan begitu tujuan dari reduksi data adalah 

untuk menyederhanakan data dan membuang data yang tidak diperlukan. 

Dalam hal ini peneliti mereduksi data yang telah dikumpulkan sehingga 

menjadi catatan inti dari data yang diperoleh. Dengan begitu data-data 

yang tidak diperlukan bisa diminimalisir. 
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2. Tahap Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Siyoto mengatakan bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi 

tersusun yang akan memungkinkan penarikan kesimpulan (Siyoto, 2015, 

hal. 123). Melalui penyajian data tersebut maka data akan 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin 

mudah dipahami. Salim menyebutkan bahwa dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowcart dan sejenisnya . Dengan menyajikan 

data maka akan memudahkan untuk mengerti apa yang terjadi, 

merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

(Salim, 2019, hal. 115). Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data 

dalam bentuk narasi, tabel dan gambar. Peneliti berusaha menyajikan data 

yang sesuai dengan keadaan objek penelitian. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah interpretasi data terhadap 

data yang sudah disajikan sebelumnya. Salim dalam bukunya mengatakan 

bahwa dalam interpretasi data terdapat sebuah proses perubahan dari data 

berbentuk angka ke dalam bentuk narasi dengan tidak mengubah makna 

yang ada di dalamnya. Karena itu dalam kegiatan interpretasi harus ada 

standarisasi simbol agar tidak menghasilkan perbedaan penafsiran (Salim, 

2019, hal. 177). Hal ini agar hasil penelitian dapat ditemukan dan dapat 

dilakukan penarikan kesimpulan.  
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Dalam penelitian ini, proses penarikan kesimpulan dilakukan 

setelah melewati tahap reduksi data dan tahap penyajian data. Meskipun 

begitu, penarikan kesimpulan tidak didapatkan begitu saja setelah tahap 

penyajian data. Peneliti harus kembali mereduksi data untuk kesekian 

kalinya sebelum menarik sebuah kesimpulan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4. 1  Gambaran Umum Desa Rimbo Panjang 

4.1.1 Aspek Geografis 

Desa Rimbo Panjang yang dibentuk pada tahun 1974 terletak di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Luas wilayah desa 

Rimbo Panjang saat ini kurang lebih 7.967,68 Ha. Desa Rimbo Panjang terletak 

pada 101.298191 LS/LU dan 0.262648 BT/BB dengan batas wilayah sebagai 

berikut: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Karya Indah/ Pagaruyung, 

Kecamatan Tapung 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Parit Baru dan Tarai Bangun, 

Kecamatan Tambang 

3. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Tuah Madani Kecamatan Tampan. 

4. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang. 

(Pemerintah Desa, 2021) 

Topografi wilayah desa rimbo panjang sebagian besar berupa daerah 

dataran rendah dan kawasan gambut. Sebagian besar tanah berwarna kehitaman 

dengan tekstur lempungan. Jenis tanah yang ada di desa Rimbo Panjang berupa 

tanah kering, tanah basah dan tanah perkebunan. Tanah kering dimanfaatkan oleh 

masyarakat untuk dijadikan pemukiman. Tanah basah sebagian besar berupa lahan 

gambut. Tanah perkebunan terbagi menjadi tanah perkebunan rakyat dan tanah 

perkebunan perorangan. (Pemerintah Desa, 2021) 
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Desa Rimbo Panjang memiliki komoditas unggulan berupa kelapa sawit 

dan nenas. Hal ini didukung oleh luas lahan perkebunan sawit yang mencapai 150 

ha milik swasta/ negara dan 1.564 ha milik rakyat. Di samping itu lahan pertanian 

untuk tanaman nenas mencapai 720 ha. Selain kelapa sawit dan nenas, desa 

Rimbo Panjang juga memiliki komoditi perkebunan lainnya yaitu karet. Hasil 

perkebunan yang berupa kelapa sawit dan karet didistribusikan dengan banyak 

cara. Ada yang dijual langsung kepada konsumen, dijual melalui KUD (Koperasi 

Unit Desa), dijual kepada tengkulak, dijual ke lumbung desa, dan sebagian lagi 

tidak dijual oleh pemiliknya. (Pemerintah Desa, 2021)  

Selain potensi pertanian dan perkebunan, desa Rimbo Panjang juga 

memiliki beberapa jenis hewan ternak yakni sapi, ayam kampung, ayam broiler, 

bebek dan kambing. Hewan ternak dengan populasi terbesar adalah jenis ayam 

spoiler yakni sekitar 60000 ekor. Desa Rimbo Panjang tidak memiliki komoditi di 

sektor perikanan karena topografi wilayahnya yang berupa dataran rendah dan 

kawasan gambut. Sedangkan untuk sumber daya air masyarakat Rimbo Panjang 

berasal dari embung. Selain itu juga ada sumur galian dan sumur pompa sebagai 

sumber airnya. (Pemerintah Desa, 2021) 

4.1.2 Kondisi Demografis 

Penduduk desa Rimbo Panjang di tahun 2021 berjumlah 9.350 jiwa yang 

terdiri dari 4.582 jiwa penduduk laki-laki dan 4.768 jiwa penduduk perempuan. 

Kepadatan penduduk mencapai 117,35 jiwa/ km. Desa Rimbo Panjang memiliki 

penduduk dengan usia 0-17 tahun sebanyak 2.945 jiwa, usia 18-55 tahun 

sebanyak 5.708 jiwa dan usia 55 tahun ke atas sebanyak 688 jiwa. Desa rimbo 
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panjang memiliki total Kepala Keluarga sebanyak 2.341 KK yang terdiri dari 

keluarga pra sejahtera sebanyak 190 KK, keluarga sejahtera sebanyak 2.026 KK, 

dan keluarga sejahtera III plus sebanyak 125 KK. Penduduk usia 0-18 tahun 

berjumlah 2.946 orang dengan laki-laki sebanyak 1.444 orang dan perempuan 

sebanyak 1.502 orang. Penduduk usia 18-56 tahun sebanyak 5.765 orang 

sedangkan penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja sebanyak 5.336 orang dan 

yang tidak bekerja sebanyak 1.065 orang. Penduduk usia 56 tahun ke atas 

berjumlah 635 orang. (Pemerintah Desa, 2021) 

Tingkat pendidikan penduduk desa Rimbo Panjang beragam. Tamatan SD 

sebanyak 362 orang, tamatan SMP sebanyak 1.966 orang, tamatan SMA sebanyak 

2.242 orang, tamatan Diploma 1,2 dan 3 sebanyak 334 orang, tamatan S1 

sebanyak 471 orang, tamatan S2 sebanyak 18 orang, tamatan S3 sebanyak 10 

orang, tamatan SLB sebanyak 2 orang. Sedangkan penduduk yang tidak sekolah 

sebanyak 108 orang dan yang pernah sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA 

namun tidak lulus sebanyak 227 orang. (Pemerintah Desa, 2021) 

Penduduk Desa Rimbo Panjang memiliki mata pencaharian pokok sebagai 

petani, buruh tani, pegawai negeri sipil, dokter swasta, perawat swasta, bidan 

swasta, TNI/ polri, karyawan swasta, wiraswasta, buruh harian lepas, sopir dan 

pensiunan. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai buruh tani yang 

mencapai hingga 983 orang. Penduduk desa Rimbo Panjang memiliki 4 aliran 

kepercayaan yakni agama islam, kristen, katholik dan budha. Mayoritas 

penduduknya beragama islam yang mencapai 9.061 orang. Penduduk desa Rimbo 

Panjang terdiri dari etnis yang berbeda-beda diantaranya dari suku Aceh, Batak, 
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Nias, Melayu, Minang, Jawa dan Bugis. Mayoritas penduduknya berasal dari suku 

Minang. (Pemerintah Desa, 2021) 

 

4. 2  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar 

4.2.1 Latar Belakang BPBD Kabupaten Kampar 

Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru setelah 

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana, Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (PERKA 

BNPB) Nomor 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021)  

Sejarah lembaga BPBD terbentuk tidak terlepas dari perkembangan 

penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa 

gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad ke-20. Sementara itu 

perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan 

paradigma penanggulangan bencana. Melihat kenyataan saat ini berbagai bencana 

yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis 

mendorong Kabupaten Kampar untuk membangun visi untuk membangun 

ketangguhan dalam menghadapi bencana. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021) 

Dalam menjalankan tugas penanggulangan bencana, BPBD Kampar 

memiliki visi dan misi. Visi BPBD Kampar adalah “Tanggap, Tangguh, Terampil 

dan Tuntas dalam menanggulangi bencana”. Sedangkan misi BPBD Kampar 

yaitu: memperkuat kapasitas aparatur dan lembaga dalam penanggulangan 

bencana; memberdayakan masyarakat dalam penanggulangan bencana; 

membangun sistem penanggulangan bencana yang handal; menyelenggarakan 
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penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan 

menyeluruh; menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cepat, tepat 

dan komprehensif. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021) 

4.2.2 Tugas dan Fungsi BPBD Kabupaten Kampar 

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar adalah 

sebagai berikut: 

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan 

bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, 

rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara. 

2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan 

3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana 

4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana. 

5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala 

daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam 

kondisi darurat bencana 

6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang 

7. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

APBD 

8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021) 

Sedangkan fungsi BPBD Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan 

penanganan pengungsi dan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien. 
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2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu dan menyeluruh. 

3. Pelaksanaan program penanggulangan bencana kebakaran. 

4. Pengkoordinasian dengan unsur terkait dalam pelaksanaan 

penanggulangan bahaya kebakaran. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 2021) 

4.2.3 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kampar 

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

1. Kepala Pelaksana. 

2. Sekretaris  

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan 

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

5. Kepala Sub Bagian Keuangan 

6. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Pencegahan, terdiri dari Kepala Sub 

Bidang Kesiapsiagaan dan Kepala Sub Bidang Pencegahan 

7. Kepala Bidang Kedaruratan Dan Logistik, terdiri dari Kepala Sub Bidang 

Logistik dan Kepala Sub Bidang Kedaruratan 

8. Kepala Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi, terdiri dari Kepala Sub 

Bidang Rehabilitasi dan Kepala Sub Bidang Rekonstruksi. 

9. Pusdalops PB 

10. Fungsional Umum, terdiri dari 22 orang. (Kampar, Profil BPBD Kampar, 

2021) 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Program Desa 

Tangguh Bencana Sebagai Upaya Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan 

di Desa Rimbo Panjang maka penulis menarik kesimpulan bahwa program desa 

tangguh bencana di desa Rimbo Panjang sudah terlaksana namun belum berjalan 

dengan optimal.  

Selanjutnya hambatan atau kendala dalam pelaksanaan program desa 

tangguh bencana di desa Rimbo Panjang adalah sumber daya manusia dan sumber 

dana. Sumber daya manusia yang kurang memadai terlihat dari kurangnya 

partisipasi masyarakat dalam kegiatan kebencanaan. Kurangnya sumber dana  

terlihat dari tidak tersedianya sumber dana atau anggaran dari desa khusus untuk 

kegiatan penanggulangan bencana sehingga kegiatan kebencanaan tidak berjalan 

maksimal. 

 

6.2. Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah perlunya 

peningkatan anggaran untuk mendukung kegiatan penanggulangan bencana di 

desa Rimbo Panjang khususnya dalam program desa tangguh bencana. Selain itu 

perlu meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung berjalannya program 

destana dengan baik. Di samping itu BPBD Kampar dan pemerintah desa Rimbo 

Panjang harus aktif menjalin komunikasi agar dapat dipantau kelanjutan dari 
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program desa tangguh bencana tersebut. Selanjutnya diharapkan agar BPBD 

Kampar juga membuat SOP untuk kegiatan program destana supaya 

operasionalnya memiliki dasar yang jelas.  
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Draft Wawancara 

Pelaksanaan Program Desa Tangguh Bencana Sebagai Upaya Mitigasi Bencana 

Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Desa Rimbo Panjang 

a) Legislasi 

1. Apakah sudah ada disusun kebijakan mengenai pengurangan risiko 

bencana di desa rimbo panjang? 

2. Apakah penyusunan kebijakan PRB melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan? 

3. Apakah kebijakan PRB sudah dilegalkan dalam bentuk perdes atau 

perangkat hukum yang serupa? 

b) Perencanaan  

1. Apakah sudah ada disusun dokumen perencanaan penanggulangan 

bencana seperti rencana penanggulangan bencana, rencana aksi 

PRB atau rencana kontingensi? 

2. Apakah dokumen tersebut dimasukkan dalam RPJMDes Rimbo 

Panjang? 

c) Kelembagaan  

1. Apakah sudah ada pembentukan forum PRB dan tim relawan? 

2. Apakah forum PRB dan tim relawan berfungsi dengan aktif dalam 

menjalankan program pengurangan risiko bencana yang telah 

disusun? 

3. Apa tugas dari tim relawan dan forum PRB? 



4. Dalam upaya pengurangan risiko bencana kebakaran hutan dan 

lahan apakah ada upaya untuk bekerja sama dengan lembaga 

lainnya? 

d) Pendanaan  

1. Darimana anggaran untuk melaksanakan program destana? 

2. Apakah ada alokasi dana khusus dari desa untuk menjalankan 

program destana ataupun untuk penyelenggaraan penanggulangan 

bencana? 

e) Pengembangan kapasitas 

1. Apakah ada upaya dari pemerintah desa Rimbo Panjang untuk 

melaksanakan pelatihan serta menyediakan sarana prasarana untuk 

penanggulangan bencana? 

2. Apakah pemerintah desa sudah memiliki personil terlatih, 

perlengkapan dan peralatan yang memadai untuk melaksanakan 

upaya pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana di 

Rimbo Panjang? 

3. Apakah ada penyuluhan atau sosialisasi yang diberikan kepada 

masyarakat tentang risiko bencana kebakaran hutan dan lahan? 

f) Penyelenggaraan penanggulangan bencana 

1. Apakah sudah ada upaya pembangunan fisik sebagai upaya 

mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan di rimbo panjang? 

2. Apakah ada upaya mitigasi non-fisik oleh pemerintah desa Rimbo 

panjang? 



3. Apakah desa punya sistem peringatan dini jika terjadi kebakaran 

hutan dan lahan? 

4. Apakah desa sudah melakukan pemetaan dan analisis ancaman? 

5. Apakah kegiatan pengurangan risiko bencana sudah dilaksanakan 

sesuai dokumen PRB yang dibuat? 

Masyarakat Desa Rimbo Panjang 

1. Bagaimana kondisi kebakaran hutan dan lahan saat ini di rimbo panjang? 

2. Apa yang masyarakat lakukan ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan? 

3. Apa yang masyarakat ketahui mengenai penyebab kebakaran hutan dan 

lahan? 

4. Apakah ada sosialisasi yang diberikan tentang bahaya kebakaran hutan 

dan lahan? 
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